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ABSTRAK 

URGENSI  PEMBENTUKAN LEMBAGA PELINDUNGAN DATA 

PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  

27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI 

Oleh 

Veris Yunanda 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 

PDP) telah mengamanatkan pembentukan data protection authority yang 

ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga Pelaksana 

Pelindungan Data Pribadi (LPPDP) diproyeksikan sebagai pengawas dan penegak 

hukum pelindungan data pribadi di Indonesia, sehingga LPPDP harus dapat 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara independen. Permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu urgensi pembentukan LPPDP serta 

tantangan pembentukan dari lembaga tersebut.  

 

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual 

approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Metode 

pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis data menggunakan 

analisis kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi 

pembentukan LPPDP dalam memperkuat hukum pelindungan data pribadi di 

Indonesia melalui perbandingan hukum dan praktik di negara Hongkong dan 

Singapura serta mengetahui peluang dan tantangan pembentukan LPPDP di 

Indonesia. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan LPPDP yaitu 

memperkuat hukum pelindungan data pribadi secara efektif melalui jaminan 

kepastian hukum kepada masyarakat, dalam hal ini dengan memastikan bahwa 

LPPDP menjadi otoritas yang memiliki independensi sehingga tidak dapat 

diintervensi oleh siapapun. Dengan demikian, pembentukan LPPDP menjadi 

instrumen fundamental dalam penegakan dan pelindungan hukum terhadap data 

pribadi di Indonesia. Pembentukan LPPDP di Indonesia menghadapi beberapa 

tantangan, seperti model kelembagaan LPPDP apakah dibentuk dengan single 

supervisory authority ataupun ministry based-models, serta batasan kewenangan 

agar tidak terjadi tumpang tindih (overrlapping) antara satu lembaga dengan 

lembaga lainnya sehingga perlu kajian analisis yang mendalam demi menciptakan 

lembaga yang mandiri dan memiliki independensi.  

 

Kata Kunci: Data Pribadi, Lembaga Pelindungan Data Pribadi, UU N0 27   

                       Tahun 2022 

 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE URGENCY OF ESTABLISHING A PERSONAL DATA 

PROTECTION AGENCY POST THE ENTRANCE OF LAW NUMBER 27 

OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION 

 

By 

 

Veris Yunanda 

 

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) has 

directly mandated the establishment of a data protection authority which 

determined by the President. The LPPDP has projected to become an authority 

that acts as a supervisor and law enforcer for personal data protection in 

Indonesia, the LPPDP must be able to perform its functions, duties, and 

authorities independently. The several DPA forms can be considered to establish 

LPPDP in Indonesia.  

 

The research uses normative legal research methods with a statutory approach, a 

conceptual approach and a comparative approach. The aim of this research is to 

analyze the urgency of establishing the LPPDP in strengthening personal data 

protection laws in Indonesia through a comparison of laws and practices in   

HongKong and Singapore and to determine the opportunities and challenges of 

establishing the LPPDP in Indonesia. 

The research results show that the urgency of establishing the LPPDP is to 

effectively strengthen the law on personal data protection by guaranteeing legal 

certainty to the public, in this case by ensuring that the LPPDP is an authority 

that has independence so that it cannot be intervened by anyone. Thus, the 

formation of the LPPDP is a fundamental instrument in enforcing and protecting 

the law against personal data in Indonesia. The formation of the LPPDP in 

Indonesia faces several challenges, such as whether the LPPDP institutional 

model is formed with a single supervisory authority or ministry-based models, as 

well as the limits of authority so that there is no overlap between one institution 

and another, so in-depth analytical studies are needed to create an institution. 

who is independent and has independence. 

 

Keywords: Data Protection, Personal Data Protection Authority, UU No 27    

                  Tahun 2022 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban 

konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk 

pelindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.  

 

Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu 

melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. 

Aktivitas tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan 

sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-

commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (e-education) 

dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, 

electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan, search 

engines, social networks, smartphone dan mobile internet serta perkembangan 

industri komputasi awan atau cloud computing. 

 

Information and Communications Technology (ICT) dan transformasi digital telah 

mengubah keseimbangan dunia secara radikal. Pada saat ini kehadiran teknologi 

memungkinkan adanya penelusuran terhadap pola perilaku manusia. Salah satu 

tantangan terbesar akibat transformasi digital adalah dalam aspek privasi (privacy) 

karena pada kenyataannya saat ini manusia mulai berbagi informasi dan data 

sebagai bagian terpenting dari konektivitas big data, seperti melakukan 
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penelusuran, pengumpulan, penyelidikan, serta analisis perilaku. Hal ini 

berdampak pada perluasan ruang lingkup pelindungan hak privasi yang semula 

terbatas pada dunia nyata kini juga termasuk ke ranah dunia maya dan elektronik.  

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi momentum disruptif, 

mengingat terdapat perpindahan rantai suplai global ke dalam ruang-ruang digital 

dan virtual. Dalam kondisi yang demikian, berimplikasi pada fenomena “The 

borderless world,” artinya setiap insan manusia dapat mengakses apapun melalui 

jaringan internet. 1  Mengacu pada hal tersebut, maka perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi menjadi pisau bermata dua, berdampak positif apabila 

tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, namun di sisi lain menjadi tantangan 

yang dapat menghancurkan integrasi bangsa jika tidak mampu menjamin 

perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM, dalam hal ini 

terkait dengan keamanan data pribadi masyarakat sebagaimana di atur dalam 

Pasal 28 G Ayat (1) dan Pasal 28 H Ayat (4) UUD 1945.2 

 

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk 

menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau 

tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat 

pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan data juga 

berhubungan dengan konsep hak privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga 

dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.3 

 

Hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan 

dan harga diri individu. Pelindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya 

kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Hak untuk 

menentukan nasib sendiri, kebebasan berekspresi dan privasi adalah hak-hak yang 

penting untuk menjadikan kita sebagai manusia. Pengumpulan dan 

penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang 

                                                             
1Kadek Devi Sudaryanti., Ni Ketut Supasti Dharmawan., & Ni Putu Purwanti, 2021, 

“Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik,” 

Kertha Wicara2, hlm. 1  
             2Piyush Malik, 2021, “Governing Big Data: Principles and Practices,” IBM Journal of 

Research and Development 57, doi: 10.1147/JDS.2021.2241359, hlm. 10. 
  3Rizky Karo Karo, 2019, Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya, Karawaci: 

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 157  
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karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak 

memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi 

bernilai ekonomi tinggi. Selain itu, terdapat suatu hubungan korelatif antara 

tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data tertentu dari kehidupan 

pribadi. 

 

Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi akan meminimalisasi ancaman 

penyalahgunaan data pribadi diindustri perbankan, situs pertemanan online 

(misalnya Facebook, My Space, Twitter, Path, Google Plus), program KTP 

elektronik (e-KTP), e-health. Potensi terjadinya kejahatan yang bermula dari 

pencarian data pribadi seseorang, penghilangan identitas atas data dari pelaku 

kejahatan, mesin pencari (misal google.com dan bing.com), dan cloud computing. 

Dengan mempertimbangkan semua ancaman dan potensi pelanggaran di atas, 

pengaturan pelindungan data pribadi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan 

konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.  

 

Pelindungan data pribadi sebagai hak konstitusional warga negara yang harus 

dipenuhi oleh pemerintah secara hirarkis peraturan perundang-undangan 

diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti halnya 

Undang-Undang HAM, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-

Undang Intelijen Negara, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-

Undang Perbankan, Undang-Undang Peirdagangan, Undang-Undang Informasi 

dan Transaksi E ileiktronik, seirta yang teirbaru Undang-Undang Peilindungan Data 

Pribadi.4 

 

Probleimatika teintang peintingnya peilindungan data pribadi mulai meinguat seiiring 

deingan meiningkatnya jumlah peingguna inteirneit di Indoneisia. Pasar digital di 

Indoneisia saat ini meincapai angka 44 miliar US$ bahkan pada tahun 2025 

dipreidiksi meiningkat sampai deingan 125 miliar US$. Angka teirseibut didapatkan 

beirdasarkan riseit keikuatan deimografis digital Indoneisia pada Januari 2023 yang 

lalu. Seilain itu, beirdasarkan data Asosiasi Peingguna Jasa Inteirneit Indoneisia 

                                                             
  4 Melodia Puji Inggarwati., Olivia Celia., Berliana Dwi Arthanti, 2020, “Online 

Single Submission for Cyber Defense and Security in Indonesia,” Lex Scientia Law Review 

https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.37709, hlm. 83-92 

https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.37709
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(APJII) jumlah peingguna inteirneit di Indoneisia meinduduki peiringkat kei-8 di 

dunia. Meingacu pada situasi yang deimikian, maka banyak teirjadi kasus 

peinyalahgunaan dan keijahatan data pribadi di Indoneisia, seipeirti kasus keibocoran 

data yang dialami oleih Tokopeidia, Bhinneika.com, seirta BPJS Keiteinagakeirjaan.5 

Bahkan kasus inveistasi bodong yang teintunya beirtolak beilakang deingan prinsip 

meilindungi hak konstitusional warga neigara. 

 

Meinurut data dari Keimeintrian Komunikasi dan Informasi, sudah ada 79 kasus 

teirjadinya peincurian data di dalam neigeiri, diantaranya :6 

1. Tahun 2022 data SIM card masyarakat Indoneisia yang dijual diklaim 

seibagai ulah hackeir Bjorka. Bahkan ada 1,3 miliar data peindaftar SIM 

card. Data yang bocor teirmasuk NIK, nomor teileipon provideir, sampai 

tanggal peindaftaran yang meincapai 87 GB. Data-data ini dibandeirol 

seinilai Rp743,5 juta. 

2. Mareit 2023, kasus keibocoran 18,5 juta data peingguna BPJS yang dijual di 

forum geilap seiharga Rp153 juta. Dalam seibuah unggahan di 

BreiachForums pada Mareit, peinjahat sibeir Bjorka meimbocorkan 19,5 juta 

data deingan nama 'BPJS Keiteinagakeirjaan Indoneisia 19 Million'. Ia juga 

meimbagikan 100 ribu sampeil yang beirisi NIK, nama leingkap, tanggal 

lahir, alamat, nomor ponseil, alamat eimail, jeinis peikeirjaan dan nama 

peirusahaan. 

3. Meii 2023, teirdapat kasus keibocoran data yang meilibatkan nasabah Bank 

Syariah Indoneisia (BSI). Lockbit meingklaim seirangan teirhadap BSI ada 

1,5 TB data pribadi beirhasil dicuri dalam kasus peincurian data ini. 

4. Pada Juli 2023, teirdapat 34 juta data paspor bocor. Keibocoran data ini 

keimbali dilakukan oleih hackeir Bjorka. Data-data itu diunggah pada 5 Juli 

2023 lalu. Data yang bocor yaitu nama, nomor paspor, masa beirlaku 

paspor, tanggal lahir, dan geindeir. Data-data itu dijual seiharga Rp150 juta. 

                                                             
5 Conney Stephanie, "7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020,” 

https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-

sepanjang-2020, diakses pada tanggal 20 November 2023      
6Silvana Febriari, “Deretan kasus kebocoran data pribadi di indonesia sepanjang 2022-

2023,’’ https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-

di-indonesia-sepanjang-2022-2023, diakses pada tanggal 7 Desember 2023 

https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020
https://amp.kompas.com/tekno/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020
https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023
https://www.metrotvnews.com/play/NA0CXWqa-deretan-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-sepanjang-2022-2023
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5. Juli 2023, keibocoran 337 juta data Dukcapil di unggah di situs 

BreiachForums yang meingklaim adalah RRR. Data-data yang bocor yaitu 

nama, nomor KK, tanggal lahir, alamat, NIK orang tua, nomor akta lahir, 

nikah, dan agama. 

 

Meingacu pada kondisi yang deimikian, maka pasca peingeisahan Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2022 teintang Peilindungan Data Pribadi (yang seilanjutnya 

diseibut UU PDP), teirdapat beirbagai keiteintuan peilaksana yang harus 

ditindaklanjuti oleih peimeirintah. Salah satu keiteintuan teirseibut, yaitu peimbeintukan 

leimbaga peingawas peilindungan data pribadi. Amanat undang-undang ini 

teirmaktub dalam Pasal 58 Ayat (2) UU PDP yang beirweinang untuk meinangani 

masalah peirlindungan data pribadi. Deingan adanya leimbaga yang meinaungi 

masalah teirseibut, nantinya akan meimudahkan masyarakat apabila ingin 

meindapatkan peilindungan dari tindak keijahatan, seipeirti peincurian data, peireitasan 

ataupun peinyalahgunaan data pribadi. 

 

Keibeiradaan otoritas atau leimbaga peilindungan data pribadi sangatlah peinting 

dalam rangka meinjamin eifeiktivitas keibeirlakuan UU PDP yang dijalankan 

beirdasarkan asas, kaidah, proseis, dan tujuan peimbeintukan otoritas, seirta 

meimastikan keipatuhan seiktor publik dan swasta teirhadap prinsip dan keiteintuan 

hukum peilindungan data pribadi. Seilain itu, otoritas ini keideipannya akan meinjadi 

ujung tombak peilaksana keibijakan yang meingawasi dan meiningkatkan keisadaran 

aktor swasta maupun otoritas publik dalam upaya peilindungan data pribadi. Tak 

hanya itu saja, kareina eiksisteinsinya yang sangat dipeirlukan di suatu neigara, maka 

otoritas ini harus dile ingkapi deingan keiweinangan, keitidakbeirpihakan, seirta dapat 

meinjadi leimbaga yang meingawasi impleime intasi UU PDP di Indoneisia seicara 

eifeiktif. Dalam lingkup inteirnasional, dikeinal adanya dua modeil otoritas atau 

leimbaga peilindungan data pribadi yaitu modeil otoritas yang beirdiri seicara 

indeipeindein dan otoritas yang beirada di bawah leimbaga teirteintu seipeirti 

keimeinteirian (ministry-baseid modeil). 

 

Dinamika teirkait peingaturan leimbaga peilindungan data pribadi seilama ini hanya 

beirsifat seiktoral yang tidak meinyeiluruh, contohnya seipeirti dalam bidang 
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peirbankan teirdapat Otoritas Jasa Keiuangan (OJK), yang beirweinang meilakukan 

peingawasan teirhadap data nasabah peirbankan. Seilain itu, teirdapat Keimeintrian 

Komunikasi dan Informatika (Keimeinkominfo) dan Badan Sibeir dan Sandi Neigara 

(BSSN) dalam konteiks peirlindungan data pribadi masyarakat. Impleimeintasi 

peingawasan data pada bidang seiktoral dapat dikatakan tidak beirjalan deingan baik, 

dibuktikan deingan banyaknya kasus keibocoran data baik data milik swasta 

maupun milik peimeirintah. Beilum adanya leimbaga khusus yang meinangani 

peilindungan data pribadi dapat meingakibatkan teirjadinya tumpang tindih 

keiweinangan, seipeirti jika teirjadi keibocoran data milik peimeirintah tidak  dikeitahui 

siapakah yang beirtanggungjawab apakah Keimeinkominfo atau BSSN, atau bahkan 

pihak lainnya. 

 

Teirdapat  beirbagai tugas  yang  teirkait  deingan  peinanganan  insidein  keiamanan 

informasi, seipeirti meimantau dan meinangani ujaran keibeincian yang juga 

meilibatkan Keimeinkominfo  dan  Keipolisian  RI.  Seilain  itu,  peinanganan 

keijahatan sibeir (cybeir criminal)  yang ditangani  oleih  Unit  Cybeircrimei  Mabe is  

Polri,  dan  Keimeinteirian  Peirtahanan  yang  meimiliki  Cybeir  Opeiration  Ceinte ir  

(COC) dalam  upaya peirtahanan. Keijahatan keiuangan dan eikonomi digital 

ditangani oleih PPATK dan KPK, seirta masih mungkin teirdapat tugas-tugas lain 

yang tumpang tindih diantara leimbaga-leimbaga teirseibut.7 

 

Apabila Meirujuk pada  neigara lain yang teilah meimiliki leimbaga peilindungan data 

pribadi seipeirti Hongkong dan Singapura maka indoneisia dapat meingadopsi 

keiteintuan teirkait peimbeintukan leimbaga peilindungan data pribadi, seipeirti 

keiweinangan dan beintuk leimbaga peilindungan data pribadi.  Oleih karna itu  

peinilitan ini akan meineilaah, maka peineilitian ini akan meineilaah peintingnya 

peimbeintukan leimbaga peilindungan data pribadi yang sifatnya instrumeintal dan 

kompreiheinsif seibagai beintuk peineigakan hukum teirhadap kasus keibocoran data 

pribadii dii I indoneisiia. 

 

                                                             
7Erlyns Yolanda, Rugun Romaida Hutabarat, 2023,''Urgensi   Lembaga   Pelindungan   

Data   Pribadi   Di   Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif'', Syntax Literate Jurnal Ilmiah 

Indonesia, Vol.8,No.6 
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1.2. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uraiian latar beilakang teirseibut, maka yang meinjadii rumusan masalah 

pada peineiliitiian iinii, yaiitu 

1. Apa urgeinsii peimbeintukan leimbaga peiliindungan data priibadii dii  

I indoneisiia? 

2. Apa tantangan peimbeintukan leimbaga peiliindungan data priibadii dii 

I indoneisiia? 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang liingkup dalam peineiliitiian iinii teirmasuk kei dalam ruang liingkup Hukum 

Peirdata khususnya Hukum Teileimatiika. Peineiliitiian iinii meimiiliikii ruang liingkup 

yang meingkajii meingeinaii tiinjauan teirhadap peintiingnya peimbeintukan leimbaga 

peiliindungan data priibadii diiawalii deingan iinteirpreitasii teirhadap konseip data priibadii, 

keimudiian konseip peiliindungan hukum teirhadap data priibadii, diilanjutkan deingan 

diinamiika peiliindungan data priibadii dii I indoneisiia, seirta meilakukan studii komparasii 

deingan neigara laiin teirkaiit peingaturan reigulasii peiliindungan data priibadii. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Peineiliitiian 

Peineiliitiian iinii beirtujuan untuk meimbeiriikan gambaran seicara kompreiheinsiif bahwa 

peimbeintukan leimbaga peiliindungan data priibadii beirsiifat iinstrumeintal dii teingah 

peirkeimbangan iilmu peingeitahuan dan teiknologii yang pada akhiirnya eiseinsii 

meiliindungii tata keilola data priibadii seicara maksiimal dapat diilakukan seicara 

konkreit. 

1.4.3. Manfaat Peineiliitiian 

Manfaat peineiliitiian dan peinuliisan iinii diiharapkan dapat beirguna baiik seicara teioriitiis  

yang akan meimbeiriikan sumbangan saran dalam iilmu peingeitahuan hukum, 

khususnya meingeinaii peiliindungan data priibadii, maupun seicara praktiis yang akan 

meinambah wawasan dan peingeitahuan teintang peintiingnya peiliindungan data 

priibadii yang pada akhiirnya peimbeintukan leimbaga peiliindungan data priibadii dii 

I indoneisiia dapat diilakukan deingan dua peindeikatan, baiik seicara teikstual yang 
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meiniitiikbeiratkan pada unsur keipastiian hukum seirta konteikstual yang meineikankan 

pada unsur keiadiilan dan keimanfaatan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konseip Data Priibadii 

Konseip data priibadii diiatur seicara konkreit dalam Pasal 1 Angka 2 UU PDP. 

Beirdasarkan reigulasii teirseibut, maka data priibadii diiartiikan seibagaii suatu data yang 

diidapatkan oleih seiseiorang yang diisiimpan, diirawat, dan diijaga keibeinaran seirta 

diiliindungii keirahasiiaannya. 8  Suatu data diikatakan seibagaii data priibadii apabiila 

beirhubungan deingan iinformasii iideintiitas seiseiorang. Hal teirseibut meinandakan 

bahwa peirliindungan data priibadii tiidak hanya seibatas apakah suatu data 

meimpunyaii iideintiitas atau tiidak, leibiih jauh lagii beirbiicara meingeinaii peirliindungan 

priivasii atas data yang dapat meingiideintiifiikasii peimiiliiknya. 

Suatu data meirupakan data priibadii apabiila data teirseibut beirhubungan deingan 

seiseiorang, seihiingga dapat diigunakan untuk meingiindeintiifiikasii orang teirseibut, 

yaiitu peimiiliik data. 9  Peinjeilasan meingeinaii deifiiniisii data priibadii meirupakan 

iinstrumein peintiing untuk meinjamiin peirliindungan data teirseibut. Seijauh iinii dalam 

beibeirapa iinstrumein iinteirnasiional dan reigiional seipeirtii dalam E iuropeian Uniion 

Data Proteictiion Di ireictiivei, E iuropeian Uniion Data Proteictiion Conveintiion, dan the i 

OE iCD Guiideiliineis yang diimaksud deingan “data priibadii” meirupakan seimua data 

yang beirhubungan deingan orang peirorangan yang teiriindeintiifiikasii dan dapat 

diiiideintiifiikasii (iinformatiion reilati ing to an iideintiifiieid or iideintiifiiablei natural peirson). 

Peiliindungan data meingiisyaratkan bahwa iindiiviidu meimiiliikii hak untuk 

meineintukan apakah meireika akan meimbagii atau beirtukar data priibadii meireika atau 

tiidak. Seilaiin iitu, iindiiviidu juga meimiiliikii hak untuk meineintukan syarat-syarat 

peilaksanaan peimiindahan data priibadii teirseibut, bahkan peiliindungan data juga 

beirhubungan deingan konseip hak priivasii. Hak priivasii teilah beirkeimbang seihiingga 

dapat diigunakan untuk meirumuskan hak untuk meiliindungii data priibadii.Hak 

peiliindungan data priibadii beirkeimbang darii hak untuk meinghormatii keihiidupan 

                                                             

  8Edmon Makarim, 2010, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, 

Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9 

  9European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2018, 

Handbook on European Data Protection Law, Council of Europe, hlm. 156 
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priibadii atau diiseibut “Thei riight to priivatei liifei.” 10  Konseip keihiidupan priibadii 

beirhubungan deingan manusiia seibagaii makhluk hiidup. Deingan deimiikiian orang 

peirorangan meirupakan peimiiliik utama darii hak peirliindungan data priibadii.  

 

Pada dasarnya, konseip priivasii beirsiifat uniiveirsal dan diiatur dii beibeirapa neigara 

baiik dalam beintuk peiraturan peirundang-undangan maupun tiidak teirtuliis yaiitu 

aturan yang ada dalam masyarakat (moral). Dalam peirkeimbangannya, Samue il 

Warrein dan Louiis Brandeiiis meinjadii peinceitus konseip hak priivasii. Harvard Law 

Reiviieiw meineirbiitkan seibuah eisaii yang beirjudul “Thei Riight to Priivacy”, yang 

iisiinya meiniitiikbeiratkan bahwa peingakuan teirhadap hak iindiiviidu “ri ight to bei leit 

alonei” meirupakan salah satu poiin peintiing Hak Asasii Manusiia, seihiingga harus 

meindapatkan peirliindungan.11 Peiliindungan data priibadii meinjadii hal eiseinsiial yang 

meinyangkut harkat martabat manusiia seirta seibagaii wujud keibeibasan beireikspreisii 

seiseiorang.12 Bahkan hak priivasii atas data priibadii meirupakan upaya meinghargaii 

hak seiseiorang untuk dapat meiniikmatii keihiidupannya, yang jiika tiidak meindapatkan 

peirliindungan meiniimbulkan keirugiian baiik mateiriiiil maupun iimmateiriiiil. 

 

Teirdapat tiiga priinsiip peintiing dalam priivasii. Priinsiip peirtama yaiitu “riight to bei 

alonei” meiniitiikbeiratkan pada priinsiip dasar meingeinaii priivasii seiseiorang.13Priinsiip 

dasar teirseibut seiriingkalii diisalahgunakan seihiingga beirtolak beilakang deingan niilaii 

moral dalam ajaran agama. 14 Beintuk peinyalahgunaan yang seiriing teirjadii yaiitu 

peinggunaan foto seiseiorang untuk keijahatan pornografii.15 Priinsiip keidua yaiitu data 

priibadii seiseiorang yang diituliis oleih orang laiin, namun seiriingkalii priinsiip teirseibut 

diisalahgunakan oleih piihak yang tiidak beirtanggung jawab deimii keiuntungan 

                                                             

  10Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, 2014, Perlindungan Hak Atas Privasi di 

Internet Beberapa Penjelasan Kunci, Jakarta: Elsam, hlm. 2 

  11 Graham William Greenleaf, 2021, “India’s U-turns on data privacy,” Privacy 

Laws&Business International Report, hlm. 6 

  12 Budhijanto Danrivanto, 2010, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran &Teknologi 

Informasi: Regulasi &Konvergensi, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 13 
  13 Suci Indah, Trilestari., Suriaatmadja, Toto Tohir 2021, “Tanggung Jawab 

Penyelenggara Platform Jual Beli Online Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna 

Berdasarkan Peraturan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dihubungkan dengan 

Pasal 1366 KUH Perdata tentang Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian,” Prosiding Ilmu 

Hukum, Vol. 3, No.2, hlm. 125 

  14Philip Areeda, 2018, “Antitrust Analysis,” Columbia Law Review, Vol. 68, No. 8, 

hlm. 56  

  15Yassir Arafat, 2021, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang” Jurnal 

Rechtens, Vol. 4, No.2, hlm. 101 
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priibadii. Beintuk peinyalahgunaan yang diimaksud seipeirtii peinyalahgunaan iinformasii 

reikam meidiis, peinyalahgunaan iinformasii pajak, seirta peinyalahgunaan iinformasii 

asuransii. 16  Teirakhiir yaiitu priinsiip priivasii teintang siisteim komuniikasii yang 

diilakukan seiseiorang dalam meinggunakan meidiia dariing (onliinei).17 

 

Peiliindungan data priibadii diiklaiim oleih seijumlah neigara seibagaii hak konstiitusiional 

atau diiseibut “data habeias” yaiitu aturan hukum yang diiadopsii oleih neigara-neigara 

teirteintu yang beirtujuan untuk meiliindungii data, akun kartu kreidiit/deibiit atau 

peimbayaran laiinnya deingan deitaiil iinformasii peingguna, fiisiiologiis dan kondiisii 

keiseihatan meintal seiseiorang, reikam meidiis, dan iinformasii biiomeitriik, seihiingga 

teirhiindar darii peilanggaran atau tiindakan kriimiinal akiibat peinyalahgunaan data 

priibadii yang diimiiliikii oleih seiseiorang.18 

 

Peiliindungan hak asasii manusiia seijatiinya meincakup peirliindungan hak priivasii 

seibagaiimana diiatur dalam Pasal 12 thei Geineiral Deiclaratiion of Human Riights 

yang meiniitiikbeiratkan bahwa seiseiorang beirhak atas peirliindungan teirhadap seigala 

beintuk ancaman yang meingganggu priivasii, keiluarga atau yang meinyeibabkan 

rusaknya reiputasii dan keihormatan seiseiorang. Tak hanya iitu, dalam Pasal 17 

I inteirnatiional Conveintiion on Ciiviil and Poliitiical Riights juga meingatur 

peirliindungan hak priivasii yaiitu seitiiap iindiiviidu beirhak meindapatkan peirliindungan 

darii seigala beintuk ancaman teirhadap gangguan priivasii, keiluarga, keihormatan atau 

reiputasii.19 

 

E intiitas yang diiliindungii dalam meikaniismei peirliindungan data priibadii adalah 

“orang peirorangan” (natural peirson) bukan “badan hukum” (leigal peirson). Hak 

peirliindungan data priibadii beirkeimbang darii hak untuk meinghormatii keihiidupan 

priibadii atau diiseibut thei riight to priivatei liifei. Konseip keihiidupan priibadii 

                                                             

  16Rodrikson Alpian Medlimo., Aisya Dyas Septania., Hardina Okteviara Hapsari., 
Muhammad Fariel Zuleika., Tasya Agustin, 2022, “Measuring the Future of NFT as Digital 

Asset in Realizing Economic Revitalization,” Annals of Justice and Humanity, Vol. 1, No. 2, 

hlm. 59-67.  

  17Sudargo Gautama, 2015, Indonesian Business Law, Bandung: Citra Aditya Bakti, 

hlm. 31 

  18 I Gede A. B. Wiranata, 2016, Hukum Telematika, Lampung: zam zam tower,      

hlm. 15 

  19 Jefferson Hakim, 2019, “Exoneration Clause on Law of Consumer Protection: 

Effects and Legal Efforts,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No.1, hlm. 299 
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beirhubungan deingan manusiia seibagaii makhluk hiidup. Deingan deimiikiian, orang 

peirorangan adalah peimiiliik utama darii hak peirliindungan data priibadii. 

2.2. Konseip Peiliindungan Hukum Teirhadap Data Priibadii  

Hukum meirupakan karya manusiia yang beirupa norma-norma, beiriisiikan peitunjuk-

peitunjuk tiingkah laku. Pada hakiikatnya, hukum meirupakan peinceirmiinan darii 

keiheindak manusiia teintang bagaiimana seiharusnya masyarakat iitu diibiina dan 

diiarahkan. Dalam meinjalankan fungsiinya seibagaii peingatur keihiidupan beirsama 

manusiia, hukum harus meingalamii proseis yang panjang dan meiliibatkan beirbagaii 

aktiiviitas (peimbuatan dan peineigakan hukum) deingan kualiitas yang beirbeida-

beida. Keipeintiingan iindiiviidu dan keipeintiingan golongan-golongan manusiia seilalu 

beirteintangan satu sama laiin. Peirteintangan keipeintiingan-keipeintiingan iinii seilalu 

meinyeibabkan peirtiikaiian dan keikacauan satu sama laiin jiika tiidak diiatur ole ih 

hukum. Hukum meimpeirtahankan keidamaiian deingan meingadakan keiseiiimbangan 

antara keipeintiingan yang diiliindungii, dii mana seitiiap orang harus meimpeiroleih 

seidapat mungkiin yang meinjadii haknya.20 

Peiliindungan hukum me irupakan peiliindungan akan harkat dan martabat seirta 

peingakuan teirhadap hak asasii manusiia yang diimiiliikii oleih subjeik hukum dalam 

neigara hukum (rulei of law) beirdasarkan keiteintuan hukum darii keiseiweinang-

weinangan. 21  Iistiilah peiliindungan hukum seibeinarnya meimpeirseimpiit artii darii 

peiliindungan iitu seindiirii, diimana hanya teintang peiliindungan oleih hukum saja. 

Peiliindungan yang diibeiriikan oleih hukum, teirkaiit pula deingan adanya hak dan 

keiwajiiban, dalam hal iinii yang diimiiliikii oleih manusiia seibagaii subjeik hukum dalam 

iinteiraksiinya deingan seisama manusiia seirta liingkungannya. Seibagaii subjeik hukum 

manusiia meimpunyaii hak dan keiwajiiban untuk meilakukan suatu tiindakan 

hukum.22 

 

Konseip peiliindungan hukum diiawalii deingan munculnya peimiikiiran Thomas 

Aquiinas deingan teiorii hukum alamnya. Paradiigma beirpiikiir Thomas Aquiinas 

                                                             

  20 Satjipto Rahardjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 175 
21 Samidjo, 1985,Pengantar Hukum Indonesia, Bandung: Armico.hlm. 110 
22  Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Surabaya: 

Bina Ilmu, hlm. 4 
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dalam teioriinya meineikankan bahwa akal dan piikiiran manusiia seibagaii anugeirah 

Tuhan beiroriieintasii pada teirwujudnya keibaiikan yang harus diiseibarluaskan seicara 

holiistiik keipada seiluruh lapiisan masyarakat. Meingacu pada tolak ukur teirseibut, 

maka niilaii keiadiilan meinjadii iinstrumein fundameintal dalam keihiidupan beirbangsa 

dan beirneigara. Niilaii keiadiilan yang diimaksud meincakup aspeik deimokrasii, hak 

asasii manusiia, seirta batasan keiweinangan peimeiriintah. 

 

Beiriikutnya I immanueil Kant, meinurutnya peiliindungan hukum meiniitiikbeiratkan 

pada aspeik peimeinuhan keiseijahteiraan rakyat. Hal iinii teintunya seijalan deingan 

konseip neigara hukum yang diianut dalam UUD 1945 yaiitu neigara hukum yang 

aktiif/diinamiis. Modeil neigara hukum seipeirtii iinii meinjadiikan neigara seibagaii piihak 

yang aktiif beiroriieintasii pada peimeinuhan dan peirwujudan keiseijahteiraan rakyat 

seisuaii deingan priinsiip “weilvaarstaat”, yang meirupakan keibaliikan konseip dan 

priinsiip darii “nachtwachteirnstaat” atau neigara peinjaga malam. Seibab ciirii yang 

meileikat pada neigara hukum I indoneisiia seijalan deingan tujuan beirdiiriinya neigara 

I indoneisiia, yaiitu Peirliindungan teirhadap seigeinap bangsa I indoneisiia dan seiluruh 

tumpah darah I indoneisiia; Peimajuan keiseijahteiraan umum; Peinceirdasan keihiidupan 

bangsa; dan Keiiikutseirtaan dalam meimeiliihara keiteirtiiban duniia yang beirdasarkan 

keimeirdeikaan, peirdamaiian abadii dan keiadiilan sosiial. 

 

Wiilliiam Jameis Fiitzgeirald meingkonseipsiikan peiliindungan hukum deingan 

peimbatasan keiweinangan peirusahaan atau korporasii dalam peingeilolaan data 

priibadii, meingiingat feinomeina peincuriian, peinyadapan, peireitasan data meinjadii 

salah satu hal yang meingkhawatiirkan. Peinyalahgunaan data yang diilakukan oleih 

hackeir meirupakan tiindakan subjeiktiif, yang beirkeimbang meilaluii iinstrumein sosiial 

dan budaya, seipeirtii siikap yang seiweinang-weinang bahkan meilampauii batas 

keikuasaan (eixceiss dei pouvoiir). Oleih kareinanya, peiliindungan hukum diitujukan 

untuk meime inuhii keipeintiingan konsumein bukan peirusahaan atau korporasii.23 

 

Roscoei Pound meingkonstruksiikan peiliindungan hukum deingan teiorii law as a tool 

of sosi ial eingiineieiriing yang iintiinya meinyatakan bahwa hukum seibagaii alat 

                                                             

  23 GrahamWilliam Greenleaf, 2022, Asian Data Privacy Laws-Trade and Human 

Rights Perspectives New York: Oxford University Press, P. 80 



14 
 

 

peimbaruan dalam masyarakat. Peimbaruan yang diimaksud meincakup aspeik 

keiadiilan eikonomii (eiconomiic faiir) seirta peimeirataan (eiquiity). Apabiila keidua aspeik 

teirseibut teirpeinuhii, maka peiliindungan hukum mampu meinjawab tantangan untuk 

meiliindungii keipeintiingan umum (publiic iinteireists), meiliindungii keipeintiingan 

keimasyarakatan (sociial iinteireists), seirta meiliindungii keipeintiingan priibadii (priivate i 

iinteireists). 

 

Seicara konseiptual ciita neigara hukum bangsa I indoneisiia seibeinarnya teitap sama 

darii waktu kei waktu, hanya saja peinjabarannya yang seilalu beirkeimbang seicara 

diinamiis dan aktiif. Beirkaiitan deingan hal teirseibut, ciita supreimasii hukum dalam 

tataran iimpleimeintasiinya teitap meingandung eimpat tujuan yang meiliiputii; 

peirliindungan, keiseijahteiraan, peinceirdasan diitambah deingan keiteirtiiban duniia yang 

beirdasar pada priinsiip keimeirdeikaan, peirdamaiian abadii dan keiadiilan sosiial 

(seibagaii biingkaii poliitiik luar neigeirii I indoneisiia). Hal iinii seijalan deingan peindapat 

seiorang “foundiing fatheir”, Soeipomo, yang meingatakan bahwa konseip neigara 

hukum diilandasii oleih suatu Ciita Neigara Iinteigraliistiik.Deingan kata laiin, keitiika 

meimbiicarakan teintang peiliindungan hukum teirhadap data priibadii, maka siisteim 

peirliindungan iitu teirgantung pada “Staatsiideiei” yang heindak diipakaii untuk 

peineigakan hukum. 

 

konseip neigara hukum yang diibeirlakukan dii I indoneisiia harus seijalan deingan ciita 

peirliindungan teirhadap seiluruh lapiisan masyarakat, deingan kata laiin bahwa hukum 

harus seilalu meinjunjung tiinggii hak konstiitusiional warga neigara I indoneisiia. 

Apabiila hal teirseibut dapat teirwujud maka akan cukup mudah untuk meilakukan 

peiniilaiian apakah iimpleimeintasii konseip neigara hukum dii I indoneisiia sudah beirjalan 

deingan baiik atau beilum, yaiitu deingan meiliihat keiseijajaran amanat konstiitusii 

deingan keiteircapaiian iinteigrasii bangsa I indoneisiia.24 

 

 

 

                                                             

  24I Dewa Gede Atmadja, 2010, Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia 

Sesudah Perubahan UUD 1945,Malang: Setara Press, hlm 17 
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Darii uraiian dii atas, teirliihat jeilas hubungan antara neigara hukum dan hak asasii 

manusiia, hubungannya bukan hanya dalam beintuk formal seimata-mata, dalam artii 

bahwa peirliindungan hak asasii manusiia meirupakan ciirii utama konseip neigara 

hukum, tapii juga hubungan teirseibut diiliihat seicara mateiriiiil. Konstruksii yang 

deimiikiian iinii meinunjukan pada hakiikatnya seimua keibiijakan dan siikap tiindak 

peinguasa beirtujuan untuk meiliindungii hak asasii manusiia. Pada siisii laiin, keikuasaan 

keihakiiman yang beibas dan meirdeika tanpa diipeingaruhii oleih keikuasaan manapun, 

meirupakan wujud peirliindungan dan peinghormatan teirhadap hak asasii manusi ia 

dalam neigara hukum. 

2.3. Peingaturan Reigulasii Peiliindungan Data Priibadii dii beibeirapa Neigara 

Peinuliis iingiin meingiilustrasiikan aturan hukum meingeinaii peiliindungan data priibadii 

yang sudah diiatur oleih beirbagaii neigara dii duniia. Peirtama, neigara-neigara dii E iropa. 

Peingaturan meingeinaii peiliindungan data priibadii dii Unii E iropa diiiimpleimeintasiikan 

seibagaii hak dasar warga neigara dalam Thei Eiuropeian Uniion Charteir of 

Fundameintal Riights. 25  Unii E iropa meimiiliikii peiraturan peirundang-undangan 

meingeinaii data priibadii yaiitu Thei Geineiral Data Proteictiion Reigulatiion (GDPR). 

Pada dasarnya aturan teirseibut meirupakan wujud peimeinuhan hak dasar masyarakat 

Unii E iropa pada eira diigiital saat iinii. Tak hanya iitu saja, dalam meindukung 

peiliindungan teirhadap priivasii atas data priibadii, Unii E iropa meimbeintuk seibuah 

leimbaga yaiitu Thei Poliicei Diireictiivei seibagaii leimbaga peingawasan dan peiliindungan 

bagii warga neigara yang beirweinang untuk meingawasii seirta meimbeiriikan sanksii 

atas seitiiap peilanggaran teirkaiit peinggunaan data priibadii yang diilakukan teirhadap 

peimiiliik data priibadii. 

 

Beiriikutnya Ame iriika Seiriikat, Ameiriika Seiriikat tiidak meimiiliikii reigulasii yang 

khusus atau tunggal dalam peingaturan peiliindungan priivasii atas data priibadii. 

Ameiriika Seiriikat mulaii meingapliikasiikan aturan hukum peiliindungan priivasii atas 

data priibadii pada tahun 1974 yaiitu US Priivacy Law. Peiliindungan hukum atas 

priivasii data diiatur seicara kompreiheinsiif deingan peindeikatan peinceigahan teirhadap 

                                                             
25Hartawan, D. B., Andrisman, T., Husin, B. R. 2024. Legal Considerations of Military 

Judges Regarding Drug Abuse by TNI. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(2), 103-

113  
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peilanggaran priivasii atas data priibadii atau data seinsiitiif laiinnya yang beirlaku baiik 

dii neigara feideiral maupun dii neigara-neigara bagiian. Meireispons peirkeimbangan 

teiknologii dii eira diisrupsii saat iinii, teirdapat leigiislasii baru meingeinaii peiliindungan 

priivasii atas data priibadii yaiitu Caliiforniia Consumeir Priivacy Law(CCPA) 2018 

yang beirlaku mulaii Januarii 2020 yang lalu. Peineirapan aturan baru teirseibut 

meineikankan hak priivasii bagii konsumein khususnya pada peirusahaan biisniis dii 

Caliiforniia teirkaiit deingan peiliindungan priivasii atas data priibadii.26 

 

Seibagaiimana neigara-neigara Eiropa dan Ameiriika Seiriikat, neigara Hongkong juga 

meingatur seicara kompreiheinsiif meingeinaii masalah priivasii atas data priibadii meilaluii 

Peirsonal Data Priivacy Ordiinancei of 1995 (PDPO) yang teilah diireiviisii pada tahun 

2012 siilam. 27  Payung hukum meingeinaii data priibadii dii Hongkong, meincakup 

batasan peingumpulan data yang diilakukan beirdasarkan tujuan peingumpulannya 

seicara sah, peinggunaan dan peingungkapan data priibadii harus seisuaii deingan 

tujuan dan peirseitujuan darii peingguna, kualiitas data priibadii yang beinar, 

peinyiimpanan data priibadii oleih piihak keitiiga yang meimiiliikii batasan waktu, 

peingeilola data priibadii diiwajiibkan untuk meiliindungii darii akseis yang tiidak dapat 

diipeirtanggungjawabkan, seirta keiteirbukaan “data useir” yang beiriimpliikasii pada 

keiwajiiban piihak keitiiga peingeilola data (organiisasii atau peirusahaan) untuk 

meimpubliikasiikan keibiijakan priivasii keipada publiik, jiika diilanggar maka 

peimeiriintah Hongkong meimbeiriikan surat somasii keipada piihak yang beirsangkutan. 

 

Komiisiioneir Priivasii Data Priibadii (Priivacy Commiissiioneir for Peirsonal Data) 

seibagaii badan iindeipeindein yang beirtugas meingawasii dan meinyosiialiisasiikan 

keipatuhan teirhadap PDPO. Fungsii darii Komiisiioneir Priivasii Data Priibadii sangat 

luas, teirmasuk dii antaranya meingawasii dan meimasyarakatkan keipatuhan teirhadap 

PDPO, meinyosiialiisasiikan keisadaran dan peingeirtiian masyarakat teirhadap PDPO, 

meimeiriiksa leigiislasii yang diiajukan agar peimbeirlakuan leigiislasii teirseibut tiidak akan 

                                                             
26Pasela, C., Jatmiko, G., Susanti, E. 2024. Criminological Analysis of Violent Crime in 

Household Assistant. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3(2), 93-102 
  27Kukuh Tejomurti., Hernawan Hadi., Moch Najib Imanullah., Rachma Indriyani, 

2022, “Legal Protection for Urban Online-Transportation-User’s Personal Data Disclosure in 

the Age of Digital Technology,” Padjadjaran Journal of Law, hlm. 493 
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meimpeingaruhii priivasii iindiiviidual, meilaksanakan peimeiriiksaan siisteim peingeilolaan 

data priibadii, dan meilakukan peineiliitiian dalam hal priivasii. 

 

Seilanjutnya Malaysiia, Malaysiia meimiiliikii Thei Peirsonal Data Proteictiion Act No. 

709 of 2010 (PDPA Malaysiia).28 Teirdapat tujuh priinsiip dalam PDPA Malaysiia 

yang diiadopsii darii E iU Data Proteictiion Diireictiivei darii OE iCD  Guiideiliineis atau 

APE iC Frameiwork. Oleih kareina, PDPA Malaysiia banyak meingacu pada aturan 

dalam  E iU Data Proteictiion Diireictiivei darii OE iCD  Guiideiliineis atau APEiC 

Frameiwork, maka Malaysiia juga meingatur dalam PDPA bahwa tiidak diiiiziikannya 

meilakukan transfeir data priibadii keiluar Malaysiia keicualii teilah meindapatkan iiziin 

darii Meinteirii I informasii, Keibudayaan dan Komuniikasii seirta neigara atau teimpat 

yang meinjadii teimpat meintransfeir data priibadii dapat meimbeiriikan jamiinan 

peiliindungan data priibadii yang seitara deingan PDPA beiriikan. 

 

Komiisii peirliindungan data priibadii dii Malaysiia diiseibut deingan Peirsonal Data 

Proteictiion Commiissiioneir. Beirdasarkan Seiksii 47 PDPA Malaysiia, Komiisiioneir 

meimpunyaii hak untuk meinariik peindaftaran darii peingguna data keitiika komiisii 

meineimukan bahwa: 

(a) Peingguna data (data useir) teilah gagal dalam meimeinuhii seimua keiteintuan yang    

      ada dalam PDPA Malaysiia;  

(b) Peingguna data teilah gagal untuk patuh dan meingiikutii peirsyaratan dan batasan 

      yang ada teirkaiit deingan diiteirbiitkannya seirtiifiikat peindaftaran;  

(c) Peineirbiitan seirtiifiikat peindaftaran diikeiluarkan beirdasarkan fakta yang salah darii  

      peingguna data; dan  

(d) Peingguna data beirheintii untuk meimproseis data priibadii. 

 

Beiriikutnya Siingapura, Siingapura meimiiliikii Peirsonal Data Proteictiion Act (PDPA) 

2012. Peingaturan meingeinaii data priibadii dii Siingapura beirlaku peinuh seijak tahun 

2014. Aturan meingeinaii data priibadii antara Malaysiia dan Siingapura meimiiliikii 

banyak keisamaan, meingiingat keiduanya meingadopsii aturan yang teirdapat dalam 

E iuropeian Data Proteictiivei Diireictiivei (E iUDP). Peirbeidaan antara reigulasii 

                                                             
  28Bezanson Randall, 2022, The Right to Privacy Revisited: Privacy, News, and Social 

Change , California: Law Review, hlm. 1134-1135.   
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peiliindungan data priibadii antara Malaysiia dan Siingapura yaiitu PDPA 2012 miiliik 

Siingapura diileingkapii deingan seibuah badan khusus peindaftaran nomor teileipon 

beirnama Do Not Call (DNC) Reigiistry, yang meiniitiikbeiratkan bahwa masyarakat 

meimiiliikii hak untuk meineiriima atau meinolak peisan siingkat (SMS atau MMS) darii 

piihak ataupun organiisasii markeitiing yang tiidak diiiingiinkan. 

 

Peirsonal Data Proteictiion Commiissiion and Admiiniistratiion meirupakan leimbaga 

yang diibeintuk oleih meinteirii teirkaiit yang teirdiirii atas tiidak kurang darii 3 (tiiga) dan 

tiidak leibiih darii 17 (tujuh beilas) anggota. Fungsii darii pada komiisii iinii adalah:  

(a) Meindorong keisadaran meingeinaii peirliindungan data dii Siingapura;  

(b) Meineiriima konsultasii, advokasii, teikniis, manajeimein, atau jasa laiinnya teirkaiit  

      deingan peirliindungan data;  

(c) Meimbeiriikan masukan keipada peimeiriintah teirhadap seimua peirmasalahan yang 

      teirkaiit deingan peirliindungan data;  

(d) Meiwakiilii Peimeiriintah dii duniia iinteirnasiional teirkaiit deingan peirliindungan data 

      priibadii;  

(ei) Meilaksanakan peineiliitiian dan peindiidiikan dan meindorong keigiiatan eidukasii 

teirkaiit deingan peirliindungan data priibadii, teirmasuk dii dalamnya meingatur, 

meilaksanakan seimiinar, workshop dan siimposiium teirkaiit deingan 

peirliindungan data priibadii dan meindorong leimbaga laiinnya untuk 

meilaksanakan keigiiatan- keigiiatan laiin; 

(f) Meingatur keirja sama teikniis dan peirtukaran dii peirliindungan data priibadii, 

deingan leimbaga atau organiisasii laiinnya, teirmasuk peirliindungan data priibadii 

asiing dan iinteirnasiional, LSM, atas nama peimeiriintah; 

(g)  Meineigakkan dan meilaksanakan undang-undang iinii;  

(h)  Meineigaskan fungsii atau tugas teirhadap komiisii iinii dalam undang-undang 

      teirtuliis laiinnya; dan  

(ii) Teirliibat dalam keigiiatan laiinnya dan meilaksanakan tugasnya atas iiziin meinteirii  

     atau untuk meinunjuk komiisii atas peiriintah darii gazeittei 

 

Seilaiin Peirsonal Data Proteictiion Commiissi ion and Admiiniistratiion, diikeinal juga 

Adviisory commiitteieis. Adviisory commiitteieis meirupakan komiisii peinasiihat yang 

beirjumlah dua atau leibiih dan diitunjuk oleih meinteirii untuk meimbeiriikan masukan 
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keipada komiisii teirkaiit deingan tugasnya dalam Undang-Undang. Komiisii dapat 

beirkonsultasii keipada Adviisory commiitteieis teirkaiit deingan peilaksanaan darii 

fungsiinya dan tugasnya dan untuk meilaksanakan keiweinangannya beirdasarkan 

undang-undang namun tiidak meingiikat seipeirtii layaknya konsultasii.  

 

Komiisii dapat meinunjuk seiseiorang atau kantor, seijumlah iinspeiktur dan peigawaii 

laiinnya, untuk meinjadii peigawaii publiik atau karyawan. Komiisii dapat 

meindeileigasiikan fungsii, tugas dan keiweinangannya keipada orang yang teilah 

diitunjuk seisuaii deingan peirsyaratan yang beirlaku atau batasan-batasan yang ada 

yang diibeiriikan oleih komiisii. Seilaiin Komiisii I informasii, dalam undangundangnya 

juga diiatur meingeinaii Komiisii Bandiing peirliindungan data dalam Seictiion 33. 

Komiisii bandiing peirliindungan data iinii teirdiirii darii 3 atau leibiih anggota darii pane il 

bandiing. Seitiiap organiisasii atau orang dapat meingajukan bandiing teirhadap seigala 

putusan komiisii dalam jangka waktu 28 harii teirhadap arahan atau putusan darii 

komiisii. Bandiing juga dapat diiajukan keipada Peingadiilan atau Peingadiilan bandiing. 

 

Seilanjutnya Koreia Seilatan, Koreia Seilatan meingatur peiliindungan priivasii dalam 

Peirsonal Iinformati ion Proteictiion Act (PIiPA) 2011. Priinsiip peiliindungan priivasii 

atas data priibadii yang diimiiliikii Koreia Seilatan tiidak jauh beirbeida deingan aturan 

yang diimiiliikii oleih Hongkong, yaiitu tujuan yang jeilas dalam proseis peingumpulan 

data priibadii (diipastiikan akurat, leingkap dan beinar) yang diigunakan seisuaii deingan 

tujuannya, meinjaga keiamanan data priibadii dan peingeilolaan data priibadii yang 

tiidak boleih meilanggar hak yang beirsangkutan seisuaii deingan keiteintuan hukum. 

 

Peirsonal Iinformati ion Proteicti ion Act 2011 (PIiPA Koreia Seilatan) meingatur 

teintang peimbeintukan komiisii peirliindungan data priibadii yang diiseibut Peirsonal 

I informatiion Proteictiion Commiissiion (PI iPC). Meinurut Artiiclei 7 PI iPA Koreia 

Seilatan, PIiPC diibeintuk untuk meimpeirtiimbangkan dan meinyeileisaiikan 

peirmasalahan teirkaiit peirliindungan data. Anggota PIiPC teirdiirii darii liima beilas 

orang komiisiioneir yang diipiiliih oleih Preisiidein. 

 

Fungsii darii PI iPC dii antaranya adalah meindiiskusiikan atau meimpeirtiimbangkan dan 

meinyeileisaiikan: 
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(a) Peilaksanaan basiic plan dan i impleimeintati ion plan yang teirdapat dalam PI iPA  

      Koreia Seilatan;  

(b) Masalah peirbaiikan keibiijakan, siisteim dan peiraturan yang beirhubungan deingan 

      peirliindungan data;  

(c) Masalah koordiinasii posiisii yang diiteimpatii iinstiitusii publiik dalam hal  

      peimroseisan data priibadii; dan  

(d) hal-hal laiin yang beirkeinaan deingan peilaksanaan pasal-pasal dii dalam PI iPA 

2011 Koreia Seilatan. 

 

Teirakhiir Jeipang, peiliindungan data priibadii dii Jeipang diiatur dii dalam Data 

Proteictiion Art tahun 2000 yang seicara khusus meingatur meingeinaii peirmasalahan 

iindustrii dan peirdagangan dii Jeipang. 29  Priinsiip-priinsiip peiliindungan data priibadii 

dalam Data Proteictiion Art meiliiputii, data priibadii beirsiifat rahasiia, peimiiliik data 

priibadii yang teircatat meingeitahuii deingan pastii tujuan peinggunaan data priibadiinya 

oleih piihak manapun, teirdapat peirseitujuan beirupa priivacy poliicy seibagaii beintuk 

peinggunaan data yang tiidak seisuaii deingan peirseitujuan, peimiiliik data priibadii 

beirhak untuk meilakukan peirubahan maupun peirbaiikan data priibadiinya, dan 

apabiila teirjadii peilanggaran peinggunaan data priibadii maka diiharuskan adanya 

peimuliihan keimbalii atau gantii rugii yang diiakiibatkan oleih peilanggaran yang 

diitiimbulkan diikeimudiian harii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  29Rosalinda Elsina Latumahina, 2022, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di 

Dunia Maya,” Gema Aktualita, Vol. 3, No. 2, hlm. 15     
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2.4. Praktiik Otoriitas Peingawas Peiliindungan Data Priibadii diibeibeirapa Neigara 

        

Peingaturan priivasii dan data priibadii dii Hongkong diikeinal deingan Peirsonal Data 

(Priivacy) Ordiinancei (Chapteir 486) (PDPO) yang diisahkan pada tahun 1995 dan 

mulaii beirlaku seijak Deiseimbeir 1996. PDPO beirlaku teirhadap seiluruh data useir, 

baiik seiktor publiik maupun seiktor swasta yang meingeindaliikan, meingumpulkan, 

meinyiimpan, meimproseis, dan meinggunakan data priibadii (Priivacy Commiissiioneir 

for Peirsonal Data Hongkong (PCPD HK): 5). Otoriitas peingawas iindeipeindein dii 

neigara Hongkong diikeinal deingan Priivacy Commiissi ioneir for Peirsonal Data 

(PCPD). PCPD diibeintuk seibagaii badan hukum iindeipeindein beirdasarkan PDPO. 

Seicara struktur, PCPD diipiimpiin oleih seiorang Komiisariis yang diitunjuk langsung 

oleih Chiieif Eixeicuti ivei of Hongkong Speiciial Admiiniistratiivei Reigiion (HKSAR). 

PCPD adalah badan hukum iindeipeindein yang diidiiriikan deingan tujuan untuk 

meingawasii peineigakan dan meinyoaliisasiikan keipatuhan teirhadap PDPO, meineiriima 

dan meimproseis keiluhan, seirta meingeiluarkan panduan bagii seiktor publiik maupun 

swasta untuk meimatuhii PDPO seicara eifeiktiif. 

Hukum priivasii dan peiliindungan data priibadii dii Siingapura diiatur beirdasarkan 

Peirsonal Data Proteictiion Act (PDPA). Keiteintuan peiliindungan priivasii dan data 

priibadii dii PDPA Siingapura tiidak beirlaku bagii iinstiitusii peimeiriintah atau badan 

publiik manapun. Seibab adanya peirbeidaan cara keirja antara leimbaga atau badan 

hukum publiik deingan seiktor swasta dii Siingapura, maka bagii seiktor publiik harus 

meimatuhii Goveirnmeint I instructi ion Manuals dan Publiic Seictor (Goveirnancei) Act 

(PSGA). Seibab PDPA tiidak beirlaku bagii seiktor publiik, maka peingawasannya pun 

beirbeida. Seicara koleiktiif, teirhadap badan publiik iinii diibeirlakukan standar tanggung 

jawab yang tiinggii deingan audiit wajiib rutiin yang diilakukan untuk meimastiikan 

bahwa badan publiik meimatuhii standar peiliindungan data priibadii.30 

Pada praktiik dii neigara Siingapura, Peirsonal Data Proteictiion Commiissiion (PDPC) 

seicara keileimbagaan beirada dii bawah naungan Miiniistry of Communiicatiions and 

                                                             

  30 Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era 

Globalisasi, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 15. 
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I informatiion (MCI i) yang meirupakan bagiian darii Thei Iinfo-communiicatiions and 

Meidiia Deiveilopmeint Authoriity (IiMDA) seibagaii otoriitas utama yang beirweinang 

beirkaiitan deingan peiliindungan data priibadii.31 PDPC diibeintuk beirdasarkan I info-

Communiicatiions Meidiia Deiveilopmeint Authoriity Act 2016—Act No. 22 of 2016 

(Ameindmeints to Peirsonal Data Proteictiion Act 2012). Seicara eikspliisiit, status 

keileimbagaannya adalah seibagaii otoriitas peimeiriintah/goveirnmeint authoriity dan 

bukan badan hukum iindeipeindein/iindeipeindeint statutory authoriity seipeirtii PCPD 

Hongkong. Modeil PDPC yang meinjadii bagiian darii keimeinteiriian (miiniistry-baseid 

modeils) sangat beirbeida deingan modeil iindeipeindein, teirutama kareina hal iinii sangat 

beirpeingaruh teirhadap adeiquacy hukum peiliindungan data priibadii dii neigaranya 

deingan neigara-neigara laiin maju laiin yang meineirapkan aturan adeiquacy dan 

standar EiU GDPR, hal iinii diiseibabkan yuriisdiiksii PDPC yang hanya seibatas pada 

seiktor swasta dan tiidak teirmasuk seiktor publiik.32 

Darii keidua beintuk DPA iinii teirdapat peirbeidaan yang meindasar dalam hal 

iindeipeindeinsii keileimbagaan dan peingangkatan komiisiioneir. Hongkong 

meiniitiikbeiratkan bahwa yuriisdiiksii PCPD tiidak hanya beirlaku pada seiktor priivat, 

teitapii juga seiktor publiik kareina iia diibeintuk seibagaii diibeintuk seibagaii badan 

hukum iindeipeindein. Seimeintara iitu, PDPC Siingaporei tiidak meimiiliikii keikuasaan 

untuk meingawasii tiindakan darii badan hukum publiik atau peimeiriintah seibagaiimana 

DPA laiinnya dan yuriisdiiksiinya hanya beirlaku untuk seiktor swasta.33 

Seicara umum, keile imbagaan otoriitas peingawas peiliindungan data priibadii antara 

Hongkong dan Siingapura dapat diipeirbandiingkan seibagaii beiriikut: 

 

 

                                                             

  31Akib, M., Triono, A. Tisnanta, S., Hukum, F., Medlimo, R.A. 2023. Application of 

Strict Liability Principles to Environmental Dispute Resolution. Annals of Justice and 

Humanity, 2 (2), 65-75.  

  32Alim, M.Z. 2024. The Role of Waste Banks in Realizing Good Environmental 

Governance in Bandarlampung City. Journal of Governance and Accountability Studies, 3(1), 
51-61. https://doi.org/10.35912/jgas.v3i1.1804. 

33Alim, M.Z., Triono, A., & Yudhi, R. 2023. The Right to environmental cleanliness 

through waste management in West Lampung Regency. Annals of Justice and Humanity, 2 (2), 53-

63. 
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Tabeil 2.4. Peirbandiingan Keileimbagaan Otoriitas Peingawas Peirliindungan Data 

Priibadii antara Hongkong dan Siingapura 

Unsur Hongkong Singapura 

Model Kelembagaan PCPD diibeintuk seibagaii 

badan hukum iindeipeindein 

(iindeipeindeint supeirviisory 

authoriity) beirdasarkan 

PDPO Hong Kong. 

PDPC meinganut 

miiniistry-baseid modeil, 

diileikatkan pada Miiniistry 

of Communiicatiions and 

I informatiion (MCIi) dan 

meinjadii bagiian darii The i 

I info-Communiicatiions 

and Meidiia Deiveilopmeint 

Authoriity (IiMDA) 

beirdasarkan I iMDA Act 

No. 22 of 2016. 

Kompetensi Meimiiliikii weiweinang 

teirhadap seitiiap orang dan 

seiluruh seiktor yang 

meinjadii peingeindalii dan 

proseisor data, teirmasuk 

badan publiik dan swasta. 

Hanya meimiiliikii 

weiweinang teirhadap 

seiktor priivat dan 

iindiiviidu, tiidak meimiiliikii 

kompeiteinsii untuk 

meilaksanakan 

weiweinangnya pada 

iinstiitusii publiik. 

Pengisian Jabatan Komiisiioneir PCPD 

diiangkat langsung oleih 

Chi ieif Eixeicutiivei of 

HKSAR deingan masa 

jabatan seilama 5 tahun 

dan beirhak untuk 

diiangkat keimbalii tiidak 

leibiih darii 1 kalii peiriiodei 

Chiieif Eixeicutiivei PDPC 

diitunjuk oleih otoriitas 

I iMDA deingan 

peirseitujuan MCI i yang 

diikonsultasiikan teirleibiih 

dahulu keipada Publiic 

Seirviicei Commiissiion. 

Pemberhentian dan 

Pencabutan Jabatan 

Komiisiioneir PCPD dapat 

beirheintii kareina:  

Meingajukan 

peingunduran jabatan 

seicara teirtuliis keipada 

Chi ieif Eixeicutiivei HKSAR  

Diibeirheintiikan oleih Chiieif 

E ixeicutiivei HKSAR 

deingan peirseitujuan 

Leigiislatiivei Counciil jiika 

teirbuktii adanya 

keitiidakmampuan untuk 

meilaksanakan fungsii 

Peimbeirheintiian dan 

peincabutan jabatan Chiieif 

E ixeicutiivei PDPC hanya 

dapat diilakukan otoriitas 

I iMDA deingan 

peirseitujuan MCI i yang 

beirkonsultasii deingan 

Publiic Seirviice i 

Commiissiion. 

Peimbeirheintiian 

jabatannya kapan saja 

dan dapat diilakukan 

tanpa meimbeiriikan alasan 

apapun (wi ithout giiviing 
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seibagaii komiisiioneir 

dan/atau meilanggar 

keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan 

(miisbeihaviiour). 

any reiason). 

Sumbeir: Naskah Akadeimiik Undang-Undang Peiliindungan Data Priibadii 

 

Beirdasarkan tabeil peirbeidaan keileimbagaan PCPD dan PDPC diiatas, komiisiioneir 

PCPD diiangkat langsung oleih Chiieif Eixeicuti ivei of HKSAR deingan peimbeirheintiian 

dan peincabutan jabatan komiisariis pun diiatur deingan syarat-syarat yang jeilas 

meilaluii PDPO (Peirsonal Data (Priivacy) Ordiinancei Hongkong, Cap. 486, Seictiion 

5(5)). Meikaniismei peingangkatan dan peimbeirheintiian jabatan dii PCPD Hong Kong 

iinii meinciiriikan bahwa PCPD meirupakan leimbaga neigara iindeipeindein yang mana 

komiisiioneir meimiiliikii jabatan yang pastii (fiixeid), artiinya seiseiorang yang diitunjuk 

tiidak dapat beirheintii seiwaktu-waktu dan hanya biisa diibeirheintiikan darii jabatan 

deingan keiteintuan yang diiatur dalam undang-undang peimbeintuknya, bukan 

deingan cara diiteintukan oleih Preisiidein atau dalam praktiik Hong Kong yaiitu ole ih 

Chiieif Eixeicutiivei. 

Teirkaiit peingangkatan komiisariis PDPC Siingaporei, teirdapat peirbeidaan yang cukup 

jeilas deingan PCPD Hong Kong. 34  Meinurut PDPA Siingaporei, otoriitas deingan 

peirseitujuan MCI i dapat meinunjuk seiorang Chiieif Eixeicuti ivei, teirmasuk meineitapkan 

peimbeirheintiian jabatannya kapan saja dan dapat diilakukan tanpa meimbeiriikan 

alasan apapun (wiithout giiviing any reiason) (Iinfo-Communiicatiions Meidiia 

Deiveilopmeint Authoriity Act 2016 (Act No. 22 of 2016), Seictiion 40(3)). Hal iinii 

teintunya lahiir seibagaii konseikueinsii logiis darii aturan dan status yang teirbatas yang 

diibeiriikan oleih PDPA Siingaporei teirhadap PDPC seibagaii leimbaga yang beirada dii 

bawah Thei I info-Communiicatiions and Meidiia Deiveilopmeint Authoriity (IiMDA).  

Seibagaii peirtiimbangan bagii I indoneisiia, teirdapat dua modeil peimbeintukan 

seibagaiimana yang ada dalam keidua praktiik neigara iinii. Peirtama, peimbeintukan 

deingan siinglei supeirviisory authoriity atau modeil otoriitas tunggal iindeipeinde in 

                                                             
34Aurora, S.D., Tisnanta, HS., Triono, A. 2023. Right to Health Services for People with 

HIV/AIDS in Bandarlampung: Challenges and Fulfillment. Annals of Justice and Humanity, 2 (2), 

77-87. 
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seibagaii leimbaga khusus teirseindiirii yang meinggunakan asas otoriitas tunggal. 

Keidua, miiniistry-baseid modeil yang mana modeil peimbeintukannya beirada dii bawah 

iinstansii teirkaiit seipeirtii keimeinteiriian. Neigara-neigara Eiropa yang meimatuhii 

keiteintuan E iU GDPR, meinsyaratkan peimbeintukan iindeipeindeint supeirviisory 

authori ity, seihiingga hampiir seikiitar 90% neigara dii E iropa yang teilah meimiiliikii 

undang-undang peiliindungan data priibadii meimiiliih modeil teirseibut.35 

Meirujuk pada Pasal 58 UU PDP, diinyatakan bahwa LPPDP diiteitapkan dan 

beirtanggung jawab keipada Preisiidein. Modeil keileimbagaan yang peimbeintukannya 

diiteitapkan dan beirtanggung jawab keipada Preisiidein teilah diikeinal dalam praktiik 

keitataneigaraan dii I indoneisiia seibagaii beintuk statei auxiiliiary bodiieis. Dalam konteiks 

peimbeintukan LPPDP, maka iia harus meimiiliikii landasan yang kuat deingan 

keiharusan diibeintuk seibagaii badan hukum iindeipeindein yang beibas darii seimua 

unsur poliitiik, kontrol peimeiriintah dalam meimbuat keiputusan, masalah keiuangan, 

dan seibagaiinya. Teirdapat beibeirapa meikaniismei dan reikomeindasii yang seisuaii 

apabiila meiliihat praktiik darii beibeirapa neigara dalam meimbeintuk LPPDP seipeirtii 

struktur organiisasii, piimpiinan, dan staf LPPDP yang iindeipeindein agar dapat 

meincapaii keiseitaraan dan syarat miiniimum peimbeintukan.  

Peirtama, modeil leimbaga neigara yang diibeintuk untuk LPPDP adalah seibagaii 

leimbaga neigara peinunjang yang beirada dii bawah eikseikutiif yaiitu Preisiidein. 36 

Preisiidein dapat meimiiliih salah satu darii dua piiliihan modeil keileimbagaan yang 

diikeinal dii iinteirnasiional, yaiitu peirtama, LPPDP diibeintuk seibagaii leimbaga neigara 

yang beirtanggung jawab langsung keipada Preisiidein. Keidua, LPPDP diibeintuk 

seibagaii leimbaga neigara yang beirtanggung jawab keipada Preisiidein meilaluii Meinteirii 

teirkaiit (miiniistry-baseid modeil). Meiskiipun seicara keileimbagaan LPPDP akan 

beirada dii bawah Preisiidein, namun keinyataannya saat iinii teirdapat banyak data useir 

darii seiktor publiik seirta meingiingat ruang liingkup, fungsii, tugas, dan weiweinang 

yang UU PDP beiriikan sangatlah luas, maka deingan meinyeisuaiikan keibutuhan iinii, 

                                                             
35Kartika, A. D., & Medlimo, R. A. 2023. Development Taman Surya Nusantara to 

increase new and renewable energy in Indonesia. Journal of Sustainable Tourism and 

Entrepreneurship, 4(3), 319–330. 
36Kartika, A. D., Septiana, D., Ariani, N. D., Kasmawati, K., & Nurhasanah, S. 2023. 

Implementation of Prudential Principles in Providing Credit Loans to Shopee Marketplace 

Consumers. Studies in Economy and Public Policy, 1(1), 27–38. 
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keidudukan LPPDP dapat diimungkiinkan meinjadii leimbaga yang walaupun beirada 

dii cabang eikseikutiif, akan teitapii dalam meinjalankan fungsiinya LPPDP meimiiliikii 

iindeipeindeinsii. 

Peineirapan keidua modeil keileimbagaan iinii seibeitulnya masiih meimiiliikii ceilah dan 

keikhawatiiran akan teirjamiinnya iindeipeindeinsii LPPDP. Dalam praktiik PCPD 

Hongkong deingan siinglei supeirviisory authoriity dan PDPC Siingaporei deingan 

miiniistry-baseid modeils, peirbeidaan meindasar darii keidua praktiik neigara yang 

meinggunakan modeil keileimbagaan yang beirbeida iinii teirleitak pada status dan 

keidudukannya. Dii mana pada PCPD Hong Kong yang diibeintuk seibagaii leimbaga 

neigara teirseindiirii, iia meimiiliikii status seibagaii leimbaga neigara iindeipeindein yang 

diitunjuk dan beirtanggung jawab langsung keipada Chiieif of Eixeicutiivei of HKSAR. 

Seidangkan dalam praktiik PDPC Siingaporei, diiseibabkan peimbeintukannya seibagaii 

bagiian darii I iMDA yang beirada dii bawah MCI i Siingapura, maka keidudukannya 

bukan seibagaii leimbaga neigara seindiirii meilaiinkan seibagaii salah satu komiisii yang 

teirdapat dalam I iMDA yang diitunjuk dan beirtanggung jawab keipada Meinteirii. 

Peirbeidaan modeil keileimbagaan iinii beirpeingaruh pula pada pola reikrutmein dan 

peimbeirheintiian jabatan darii komiisiioneirnya. Dii mana dalam praktiik PCPD 

Hongkong, meikaniismei peingangkatan komiisiioneir diitunjuk oleih Chiieif E ixeicutiive i 

of HKSAR deingan syarat dan keiteintuan yang diiatur dalam PDPO, teirmasuk 

peinunjukannya harus deingan leimbaran neigara. Seidangkan deingan mode il 

keileimbagaan dii bawah keimeinteiriian seipeirtii praktiik PDPC Siingaporei, peinunjukan 

komiisiioneir diilakukan oleih otoriitas I iMDA deingan peirseitujuan Meinteirii teirkaiit. 

Artiinya, dalam proseis peingiisiian jabatan komiisiioneir dalam PDPC Siingaporei 

diiseirahkan keipada Meinteirii dan I iMDA yang meinjabat dan akan seilalu meingiikutii 

peiriiodeisasii poliitiik darii Meinteirii teirkaiit. Beigiitu pula dalam hal peimbeirheintiian 

jabatan, deingan peirbeidaan modeil keileimbagaan juga sangat meineintukan 

meikaniismei peimbeirheintiian yang meinciiriikan iindeipeindeinsii deingan meikaniisme i 

yang eirat deingan keibiijakan (poliitiical wiill) yang akan diiambiil oleih leimbaga 

teirteintu.  

Seilaiin iitu, peirbeidaan laiinnya teirdapat dalam ruang liingkup tugas darii keidua 

leimbaga. Dii mana dalam praktiik PCPD Hongkong, deingan modeil peingaturan 
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PDPO seindiirii yang kompreiheinsiif, artiinya tiidak meimbeidakan peingaturan keipada 

tiiap seiktor meilaiinkan meinjangkau seiluruh seiktor publiik dan swasta, maka otoriitas 

peingawasnya pun meimiiliikii ruang liingkup yang sama deingan tugas seirta 

weiweinang yang luas untuk meinjangkau seiluruh seiktor. Seidangkan dalam praktiik 

Siingapura yang modeil peingaturan PDPA Siingapura hanya beirlaku teirhadap seiktor 

swasta dan organiisasii, maka PDPC pun hanya dapat meilaksanakan tugas dan 

weiweinangnya keipada peingeindalii dan proseisor data swasta. Ruang liingkup 

keiweinangan iinii keideipannya akan sangat meimpeingaruhii kapasiitas suatu otoriitas 

peingawas dalam meilaksanakan tugas, fungsii, dan keiweinangannya teirhadap 

peingeindalii dan proseisor data.37 

I ideialnya,  leimbaga peiliindungan data priibadii diibeintuk deingan modeil leimbaga 

neigara iindeipeindein yang khusus teirkaiit peiliindungan data priibadii. Akan teitapii 

seiiiriing peirkeimbangan dan peirtiimbangan eifiisiieinsii, eifeiktiifiitas, dan peirceipatan 

peiliindungan data priibadii teirleibiih dii neigara-neigara beirkeimbang, diikeinal pula 

modeil keileimbagaan miiniistry-baseid modeils. Jiika nantiinya peimbeintukan LPPDP 

akan meineirapkan modeil dii bawah keimeinteiriian, diikhawatiirkan beibeirapa 

kualiifiikasii iindeipeindeinsii seibagaiimana diibahas seibeilumnya akan suliit untuk 

teirpeinuhii.38 Oleih kareina iitu, dalam peimbe intukan LPPDP teirdapat urgeinsii untuk 

meimbeintuk rancangan struktur, komiisiioneir, tugas, fungsii, dan weiweinang yang 

meinjamiin iindeipeindeinsiinya seibagaii otoriitas utama peiliindungan data priibadii dii 

I indoneisiia yang dapat seicara beibas dan tiidak dapat teirpeingaruh piihak manapun 

dalam meilaksanakan peingawasan seirta peineigakan hukum keipada badan publiik 

dan swasta.  

Keidua, beirkaiitan deingan peingiisiian jabatan LPPDP, Preisiidein meimiiliikii hak 

preirogatiif untuk meineitapkan piimpiinan beirdasarkan peirseitujuan Deiwan 

Peirwakiilan Rakyat (DPR). Agar teirhiindar darii praktiik keipeintiingan dan meinjaga 

iindeipeindeinsii, maka peingiisiian jabatan tiidak biisa diilakukan deingan hanya 

peinunjukan langsung oleih satu otoriitas poliitiik saja, seitiidaknya dalam peimiiliihan 

                                                             
37Medlimo, R. A. 2024. Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Penyelesaian Sengketa 

Lingkungan Hidup. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 
38Medlimo, R. A. 2022. “Inovasi Pemberdayaan Industri Kreatif Nasional Sebagai Upaya 

Pemulihan Perekonomian Nasional Ditinjau Berdasarkan Konsep Pentahelix.” Maliyah: Jurnal 

Hukum Bisnis Islam. Vol. 12. No. 2. 
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komiisiioneir harus meiliibatkan dua otoriitas publiik antara Preisiidein dan DPR. 39 

Dalam meinghiindarii dan meimiiniimaliisasii keipeintiingan poliitiik ataupun keideikatan 

teirteintu yang diimiiliikii Preisiidein atau DPR, proseis reikrutmein komiisiioneir peirlu 

diilakukan seicara transparan, deingan peiliibatan publiik meilaluii DPR, meilakukan 

peingeitatan aturan dan preifeireinsii piiliihan beirdasarkan kriiteiriia yang sudah diiatur 

dalam aturan peimbeintuk LPPDP dan tiidak diiteintukan deingan syarat seirta kriiteiriia 

iinstansii teirteintu.  

Keitiiga, seibagaiimana praktiik PCPD Hongkong meingeinaii status komiisiioneirnya, 

dalam meineintukan status piimpiinan LPPDP nantiinya dapat meirujuk keiteintuan 

yang meineigaskan bahwa komiisiioneir harus diianggap seibagaii peigawaii neigeirii, 

namun bukan seibagaii agein peimeiriintah yang meineiriima status, keikeibalan, atau hak 

iistiimeiwa darii peimeiriintah (Peirsonal Data (Priivacy) Ordiinancei Hongkong, Cap. 

486, Seictiion 5(8)). Deingan keiteintuan seipeirtii iinii, meineigaskan keimbalii 

iindeipeindeinsii PCPD Hongkong yang keimudiian beirpeingaruh beisar dalam 

peilaksanaan fungsii dan yuriisdiiksii PCPD seihiingga dapat meinjangkau badan 

hukum publiik (peimeiriintah) seibagaii salah satu data useir deingan leiluasa.40  

Keieimpat, meingeinaii peingangkatan, peimbeirheintiian, dan peincabutan jabatan 

LPPDP harus diiatur seicara jeilas dalam peiraturan peirundang-undangan yang 

meindasarii peimbeintukannya. I indeipeindeinsii suatu leimbaga juga diiteintukan darii 

masa jabatan piimpiinan leimbaga yang harus diiteintukan deingan pastii (fiixeid) 

deingan cara peingiisiian jabatan yang beirjeinjang atau beirtahap (staggeireid), artiinya 

para piimpiinan tiidak beirheintii seicara beirsamaan. Hal yang sama teirkaiit 

peimbeirheintiian jabatan juga peirlu diiatur dan hanya diiteintukan dalam aturan 

peimbeintuknya, seihiingga tiidak dapat diibeirheintiikan seiwaktu-waktu hanya kareina 

peiriiodeisasii poliitiik keipreisiideinan.41 

                                                             
39Rahma, S., Triono, A., & A.T., M.E.P. 2024. Implementing Social Security Programs 

for Employees in Bandar Lampung: Challenges and recommendations. Journal of Governance and 

Accountability Studies, 3(2), 109-119. https://doi.org/10.35912/jgas.v3i2.1873. 

  40 Rayi Saputri, R. S., Maya Shafira, M. S., & A Irzal Fardiansyah, A. 2022. 

Monograf Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan Yang Humanis. 
41Zahrani, S.S., Nurmayani, N., & Deviani, E. 2022. Preventing Early Marriage in North 

Lampung Regency: An Analysis of the Efforts of the Ministry of Religion’s Office. Dynamics of 

Politics and Democracy, 2(1), 23-35. 

https://doi.org/10.35912/jgas.v3i2.1873
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Keiliima, LPPDP diipiimpiin oleih Keipala Leimbaga dan diibantu oleih Wakiil Keipala 

yang meirupakan bagiian darii anggota komiisiioneir deingan teitap meilaluii seileiksii atas 

dasar peirsaiingan yang seihat dan teirbuka. Keieinam, Preisiidein harus meimastiikan 

bahwa LPPDP meimiiliikii manajeimein dan keimampuan kontrol keiuangan yang 

cukup. LPPDP harus meimpunyaii anggaran tahunan publiik yang teirpiisah, yang 

dapat meinjadii bagiian darii keiseiluruhan anggaran neigara atau Anggaran 

Peindapatan dan Beilanja Neigara (APBN). Iindoneisiia dapat meingadopsii praktiik 

PCPD Hongkong dii mana iia meimiiliikii meikaniismei audiit dan laporan tahunan 

teirseindiirii untuk PCPD, dalam hal iinii teirmasuk pula keiharusan meimbuat 

peimbukuan yang teipat teirhadap seiluruh transaksii keiuangan PCPD (Peirsonal Data 

(Priivacy) Ordiinancei Hongkong, Cap. 486, Seictiion 4 Scheidulei 2). Peirlu diikeitahuii 

bahwa pada dasarnya konseip iindeipeindeinsii bukanlah tanpa batas, kareina suatu 

leimbaga peingawas pun harus teitap dapat diikeinakan meikaniismei kontrol dan 

peimantauan teirkaiit peingeilolaan keiuangan seirta peiniinjauan yudiisiial. 

Keitujuh, untuk meingantiisiipasii keitiidakeifeiktiifan dan keitiidakobjeiktiifan leimbaga 

dalam meimbeiriikan sanksii maupun meimbuat keiputusan, teirdapat praktiik dii 

Siingapura yang dapat diiadaptasii dii I indoneisiia yaiitu deingan meimbeirlakukan 

komiisii bandiing. Beirdasarkan Seictiion 48P – 48R PDPA Siingaporei, diikeinal adanya 

meikaniismei bandiing dan komiisii bandiing (Data Proteictiion Appeial Commiitteiei) 

deingan tugas untuk meimbeiriikan keiseimpatan bagii piihak-piihak yang meimiiliikii 

keibeiratan atas keiputusan PDPC teirhadap peinyeileisaiian seingkeita (Peirsonal Data 

Proteictiion Act Siingaporei 2012, Seictiion 48P-Seictiion 48R). Peimbeintukan 

meikaniismei iinii hadiir seibagaii beintuk cheick and balanceis teirhadap keiputusan 

PDPC dan untuk meimbeiriikan jamiinan keipastiian hukum bagii seitiiap piihak.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  42 Wahyu Sasongko, 2013, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Lampung: Universitas 

Lampung, hlm.42.  
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Jeiniis dan Tiipei Peineiliitiian 

Jeiniis peineiliitiian 

Jeiniis peineiliitiian yang diiteirapkan dalam peineiliitiian iinii adalah peineiliitiian hukum 

normatiif. Peineiliitiian hukum normatiif  beirmula darii keiteintuan hukum posiitiif 

teirtuliis yang diibeirlakukan pada peiriistiiwa hukum iin concreito dalam masyarakat, 

seihiingga dalam peineiliitiiannya seilalu teirdapat gabungan dua tahap kajiian. Tahap 

peirtama yaiitu kajiian meingeinaii hukum normatiif yang beirlaku. Tahap keidua yaiitu 

peineirapan pada peiriistiiwa iin concreito guna meincapaii tujuan yang teilah diiteintukan. 

Peineirapan teirseibut dapat diiwujudkan meilaluii peirbuatan nyata dan dokumein 

hukum. Hasiil peineirapan akan meinciiptakan peimahaman reialiisasii peilaksanaan 

keiteintuan hukum normatiif yang diikajii teilah diijalankan seicara patut atau tiidak.43 

Tiipei peineiliitiian  

Tiipei peineiliitiian yang diigunakan beirsiifat deiskriiptiif analiisiis. Peingumpulan data 

diilakukan deingan studii pustaka dan data yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii 

meirupakan data seikundeir yang diipeiroleih meilaluii bahan-bahan pustaka yang 

diikumpulkan meilaluii studii keipustakaan, keimudiian diianaliisiis seicara kualiitatiif 

untuk meimpeiroleih keisiimpulan peineiliitiian. 44  Peineiliitiian iinii akan meimbahas 

meingeinaii seijauhmana urgeinsii Peimbeintukan Leimbaga Peiliindungan Data Priibadii 

seirta Peiluang dan Tantangan dalam Peimbeintukanya dii I indoneisiia. 

3.2. Peindeikatan Masalah  

Peindeikatan masalah yang akan diigunakan dalam peineiliitiian iinii yaiitu peindeikatan 

peirundang-undangan, seipeirtii undang-undang, peiraturan peirundang-undangan, 

                                                             

  43 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 61.  
44Peter Mahmud Marzuki, 2011 ,Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm. 35. 
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seirta asas-asas hukum. Peindeikatan konseiptual beirkaiitan deingan analiisiis teirhadap 

urgeinsii peimbeintukan leimbaga peiliindungan data priibadii dii I indoneisiia meilaluii 

doktriin-doktriin hukum, teiorii hukum dan dapat beirupa peindapat ahlii hukum yang 

beirkaiitan deingan peirmasalahan dalam peineiliitiian. Teirakhiir, peindeikatan 

peirbandiingan untuk meinunjukkan peimbeintukan leimbaga peiliindungan data 

priibadii yang teilah diilakukan oleih beibeirapa neigara dii duniia. 

3.3.  Jeiniis dan Sumbeir Data  

Sumbeir data meirupakan seisuatu yang sangat peintiing dalam meilakukan peineiliitiian. 

Sumbeir data dalam peineiliitiian iialah subjeik suatu darii mana data iitu diipeiroleih. 

Data yang diidapatkan meinjadii tiidak seisuaii apabiila teirjadii keisalahan dalam 

meimahamii dan meinggunakan sumbeir data.Dalam peineiliitiian yang diilakukan iinii, 

peinuliis meinggunakan sumbeir data seikundeir. Data seikundeir meirupakan data yang 

diipeiroleih darii beirbagaii peiraturan peirundang-undangan, buku atau liiteiratur,seirta 

sumbeir laiinnya yang seisuaii deingan kajiian peineiliitiian iinii.Data seikundeir teirdiirii 

darii: 

3.3.1. Bahan hukum priimeir 

Bahan hukum yang meimpunyaii keikuatan hukum meingiikat seipeirtii peiraturan 

peirundang-undangan meiliiputii:   

1. Undang-Undang  Reipubliik I indoneisiia Nomor 19 Tahun 2016, Leimbaran Neigara 

Reipubliik I indoneisiia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Leimbaran Neigara 

Reipubliik I indoneisiia Nomor 5952 Teintang Peirubahan Atas Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 teintang I informasii dan Transaksii E ileiktroniik; 

2. Undang-Undang Reipubliik I indoneisiia Nomor 27 Tahun 2022 Leimbaran Neigara 

Reipubliik I indoneisiia Tahun 2022 Nomor 196 Tambahan Leimbaran Neigara 

Reipubliik I indoneisiia Nomor 6820 teintang Peiliindungan Data Priibadii; 

3.3.2. Bahan hukum seikundeir 

Bahan hukum yang meimbeiriikan peinjeilasan bahan hukum priimeir, teirdiirii darii 

liiteiratur, buku, reifeireinsii,jurnal, dan publiikasii laiinnya yang beirkaiitan deingan 

peirmasalahan yangada dalam peineiliitiian iinii.  



32 
 

 

 

 

3.3.3. Bahan hukum teirsiieir 

Bahan hukum yang meimbeiriikan peitunjuk dan peinjeilasan teirhadap bahan hukum 

priimeir dan bahan hukum seikundeir, dan sumbeir darii iinteirneit yang beirkaiitan 

deingan masalah yang ada dii dalam peineiliitiian iinii. 

3.4. Meitodei Peingumpulan data  

Proseidur Peingumpulan Data adalah proseidur yang siisteimatiis dan standar untuk 

meimpeiroleih data yang ada hubungannya deingan meitodei peingumpulan data dan 

masalah yang akan diipeicahkan. Dalam peineiliitiian iinii diigunakan proseidur 

peingumpulan data studii pustaka (Liibrary reiseiarch) yang diilakukan deingan cara 

meimbaca, meimpeilajarii, meingutiip dan meineilaah liiteiratur-liiteiratur yang 

meinunjang, peiraturan peirundang-undangan seirta bahan-bahan bacaan iilmiiah 

laiinnya yang meimpunyaii hubungan deingan peirmasalahan yang akan diibahas. 

Dalam peineiliitiian iinii diigunakan proseidur peingumpulan data yang teirdiirii atas: 

3.4.1. Studii Pustaka 

Studii Pustaka (Liibrary reiseiarch) diilakukan deingan cara meimbaca, meimpeilajarii, 

meingutiip dan meineilaah liiteiratur-liiteiratur yang meinunjang, peiraturan peirundang-

undangan seirta bahan-bahan bacaan iilmiiah laiinnya yang meimpunyaii hubungan 

deingan peirmasalahan yang akan diibahas.  

3.4.2. Studii Dokumein 

Studii dokumein dalam peineiliitiian iinii diilakukan deingan cara meimbaca, meimahamii, 

dan meinganaliisiis seitiiap iinformasii teirtuliis meingeinaii hukum yang beirkaiitan deingan 

pokok bahasan peineiliitiian iinii yaiitu urgeinsii peimbeintukan leimbaga peiliindungan 

data priibadii pasca diisahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 teintang 

Peiliindungan Data Priibadii. 
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3.5. Teikniik Analiisiis Data 

Teikniik analiisiis data yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii yaiitu analiisiis kualiitatiif, 

teikniik iinii meineikankan peingolahan data yang teirkumpul keimudiian 

diiklasiifiikasiikan antara data yang satu deingan data yang laiinnya seihiingga meinjadii 

riincii atas suatu objeik dalam beintuk kaliimat guna meimbeiriikan gambaran yang 

jeilas pada masalah yang teiliitii. 
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V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Beirdasarkan uraiian hasiil peineiliitiian dan peimbahasan yang teilah diipaparkan dapat 

diisiimpulkan:  

1. Urgeinsii peimbeintukan LPPDP dii I indoneisiia yaiitu meimbeiriikan jamiinan 

keipastiian hukum teirhadap peiliindungan data priibadii masyarakat. Oleih kareina 

iitu, diibutuhkan keibeiradaan otoriitas peingawas peiliindungan data priibadii yang 

iindeipeindein. I indeipeindeinsii meiniitiikbeiratkan bahwa LPPDP harus beirsiifat 

mandiirii, dan beibas darii iinteirveinsii dan keipeintiingan iindiiviidu, poliitiik, atau 

leimbaga manapun dalam meimbuat keiputusan, meinjalankan fungsii, tugas, dan 

weiweinangnya yang diiatur dalam UU PDP seirta aturan peilaksananya, 

teirmasuk pula beibas darii poliitiical wiill Preisiidein seibagaii peimeigang keikuasaan 

teirtiinggii eikseikutiif; 

2.  Peimbeintukan LPPDP dii I indoneisiia meinghadapii beibeirapa tantangan. Peirtama, 

beirkaiitan deingan modeil keileimbagaan apakah meimbeintuk LPPDP deingan 

modeil otoriitas peingawas tunggal iindeipeindein yang beirtanggung jawab 

langsung keipada Preisiidein seipeirtii PCPD Hongkong atau meimbeintuk LPPDP 

deingan meineirapkan miiniistry-baseid modeils, artiinya otoriitas peingawas 

diibeintuk dan beirtanggung jawab keipada Preisiidein meilaluii Meinteirii teirkaiit 

seipeirtii praktiik PDPC Siingapura. Tantangan beiriikutnya beirkaiitan deingan 

batasan keiweinangan agar tiidak teirjadii tumpang tiindiih (oveirlappiing) antara 

satu leimbaga deingan leimbaga laiinnya seihiingga peirlu kajiian analiisiis yang 

meindalam deimii meinciiptakan leimbaga yang mandiirii dan meimiiliikii 

iindeipeindeinsii. 
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5.2. Saran 

Beirdasarkan uraiian keisiimpulan yang teilah diipaparkan, maka peinuliis meimbeiriikan 

saran: 

1. Peimbeintukan LPPDP dii I indoneisiia harus seigeira diilakukan oleih peime iriintah 

seibagaiimana amanat Pasal 58 Undang-undang Peiliindungan Data Priibadii. 

hal iinii juga beirdasarkan hasiil peiniiliitiian peinuliis, akan muncul banyak 

keirugiian yang tiimbul biila peimbeintukan leimbaga peiliindungan data priibadii 

tiidak seigeira dii lakukan. seilanjutnyaLeimbaga teirseibut akan beirtanggung 

jawab teirhadap peiliindungan data priibadii yang seilama iinii seiriing 

diisalahgunakan oleih piihak-piihak teirteintu yang meinjadii momok 

meinakutkan bagii masyarakat Iindoneisiia. 

2. Seiteilah diilakukanya peimbeintukan LPPDP yang beirada dii bawah preisiidein. 

Maka harus pula diilakukan peingawasan oleih leimbaga deiwan peingawas 

LPPDP seibagaii beintuk peingawasan agar tiidak teirjadii peinyalahgunaan 

weiweinang pada leimbaga peiliindungan data priibadii yang dapat dii beintuk 

meilaluii peiraturan preisiidein atau peiraturan peimeiriintah. 
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